BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 4! TAHUN 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
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Jabatan Pegawai Negeri Sipil,;
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor: B/974/M.SM.04.00/2021
tanggal 7 September 2021, Hal Persetujuan Penetapan
Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
-

Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan Unsur staf
pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan,
koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi
pendukung lainnya.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur staf
pendukung DPRD.



10.

51,

.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur yang
menjalankan fungsi pengawasan.

Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang
yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjtnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan
organisasi.

Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang
Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang
meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal
tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.
Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor
jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
pembinaan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Nilai

dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuannya adalah agar setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah memiliki Kelas dan

Nilai Jabatan yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan besaran
Pemberian Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan atau sebutan
lainnya.

BAB II1
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

a.

(1)

hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah Kelas
Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional; dan

. kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun
2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, Nomor 47),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun
2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020, Nomor 7), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022.

Py



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal & Hovember 948

SEKR UPATEN KAPUAS HULU,

9.
3 %V‘y

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 42

: nan Sesuai dengan aslinya
<A Bagian Hukum




